WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 /4TS / \t+Q

TENTANG

PENYELESAIAN TANGGAPAN TEMUAN PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti
Surat Tugas Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor

22/ST/XVIII.BDG/01/2021 hal Pemeriksaan Interm
Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Bekasi di
Bandung dan Bekasi;

Surat Tugas Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor
63/ST/XVIIL.BDG/03/2021 tanggal 19 Maret 2021
hal Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada
Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi dan Bandung;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat
Daerah segera menyelesaikan tanggapan temuan
Pemeriksaan| Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Neigara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor | 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan
Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri
E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
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Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahur:u Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota

Bekasi Tahun|2019 Nomor 143 Seri A);

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72
Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kota Bekasi;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bekasi;

3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

S. Kepala Dinas Kawasan Permukiman, Perumahan
dan Pertanahan Kota Bekasi;

6. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kota Bekasi;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

Dinas Sosial Kota Bekasi,

0. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Bekasi.
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Segera menyelesaikan tanggapan temuan Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020 dan membuat rencana aksi atas
penyelesaian temuan pemeriksaan dimaksud.

Inspektur Kota Bekasi ~mendampingi  proses
penyelesaian tanggapan temuan Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2020.

Agar melaporkan progres pelaksanaan penyelesaian
dimaksud kepada Wali Kota Bekasi paling lambat pada
tanggal 21 April 2021.

Memproses !dan menindaklanjuti sesuai dengan

ketentuan ya§|1g berlaku.



Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal :20 APRI\L 202

WLI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAGFENDI

Tembusan:
Yth. Wakil Wali Kota Bekasi.



